
®SALINAN

BUPATI MIMIRA
PROVINSI PAPUA TENGAH

P-ERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR    3    TAHUN2024

TENIANG
TATA CARA PEMEKARAN KAMPUNG

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA E.SA

BUPATI MIMIRA,

Menimbang   : a.     bchwa   pemekaran   kampung   diperlukan    sebagai   upaya
ak_t_u.a.1isasi_   a.i_I_a±   yang   t.erkan.d`ung   dad_an_   otQn_gin_i   d`aerch_
sesuai   dengan    Undarig-Undang   Dasar   Negara   Repurmk
Indonesia Tahun 1945;

b=

C.

d.

Mengingat      :  1.

2.

bahwa laju  per-tumbuhan  penduduk dan  perubahan kondisi
sosial  budaya  masyarakat  menyebabkan  perbedaan  potensi
dan perubahan dalam pemekaran kampung;

bahwh    tinttik    mewiijndkan     efektivitas     penyelenggaran
Pemerintahan       Kampung,       mempercepat       peningkatan
kesejahteraan masyarakat Kampung dan kualitas pelayanan
publik serta meningkatkan ktialitas tata kel®la Pemerintahan
Kampung dan daya saing Kampung;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan   sebagaimana  dimaksud
dalalh  hLifuf  a,  hufuf  b,  da]i  htlruf  c,  perfui  inenetapkan
Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemekaran K-ampung;

Pasal   18  ayat  (6)   Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Propinsi   Irian   Jaya   Tengah,   Propinsi   Irian   Jaya   Barat,
Kabupaten  Paniai,  Kabupaten  Mimika,   Kabupaten  funcak
Jaya dan  K.eta  ScngQng (Len_baran  Negara Rapu_btik ln_donesia_
Tahun    1999   Nomor    173,    Tambahan   Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Nomor  3894)  sebagaimana  te]ch  diubah
dengan   Undang-Undang   Nomor   5   Tahun   2000   tentang
Perubahan   atas   Undang-Undang   Nomor   45   Tahun   1999
tefitang  Pembefitukan  Propinsi  Iriafl  Jaya  Tengah,  Propinsi
lrian   Jaya   Barat,   Kabupaten   Paniai,   Kabupaten   Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);
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3.     Undang-Undang  Nomor   21   Tahtin   2001   tentang  Otonomi
rmusus  bagi  Provinsi  Papua  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2001   Nomor   135,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  indonesia  Nomor  4151)  sebagainana  telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2   Tahufl   2021   tentang  Perubatiari   Kedua  atas   Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2021   Nomor   155,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor  6697);

4.     Undang=Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan  {Lembaran  Negara Republik
Indonesia   Tahun   2011   Nom®r   82,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Ifldonesia Nomor  5234)  sebagaimafia  telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang=Undang Nomor
13  Tahun  2022   tentang  Penibahan  Kedua  Atas  Undang-
Undang   Nom®r    12    Tahun    2011    tentang   Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2022  Nomor   143,  Tanbahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5.     Undang-Undang    Nomor    6    Tahun    2014    tentang    Desa
(I+embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan       Lembaran      Negara      Repubm      Indonesia
Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan   Undang-Undang   Nornor   3   Tahun   2024   tentang
P€rubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan       Lembaran       Negara       Republik       Indonesia
Nomor 6914);

6.     Undang-Undang Nomor 23 Tahuri 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan   Undang-Undang   Nomor   6   +ahun   2023   tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang=Undang
Nomor 2 Tahun 2022  tentang Cipta Kerja menjadi Undang -
Undang  {Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023
Nomor  41,  Tambahari  Lembaran  Negara  Republi-k  Indonesia
Nomor 6856);

7.     Undang-Undang Nomor l5 Tahun 2022 tentang pembentukan
Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tchun   2022   Nomor    158,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik indonesia Nomor 6804);
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8.     Peraturan    Pemerintah    Nomor   43    Tahun    2014    tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undalig Nomor 6 Tahun 2014
tentang  Desa  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2014   Nomor   123,   Tambahan   I+embararl   Negara   Republik
Indonesia   N®m®r   5539)   sebagaimana   telah   beberapa   kali
diubah   tera]thir  derigari  Peraturari   Pemeriritah  Nomor   11
Tahun  2021   tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahari
Lembaran Negara Re_publik Indonesia Nomor 6623) ;

9. Peraturan   Pemerintafi   Nomor    106   Tahun   2021   tentang
Keweriangan    dan    Kelembagaan    Pelaksanari    Kebijakan
Otonomi Khusus frovi-nsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nom®r 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6730) ;

10.   Peraturan   Pemerintah   Nomor    107   Tahun   2021   tentang
Penerimaan,  Pengeloiaan,  Pengawasan,  dan  Rencana  induk
Pereepatan    Pembangunan    Dalam    Rangka    Pelaksanaan
Otonomi REusus Provinsi Papua {Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2021   Nomor  239,   Tambahan   Lembaran
Negara Repubfik Indonesia Nomor 6731);

11.   Peraturan   Menteri  Dalam   Negeri   N®mor   120   Tahtm  2018
tentang  Pefuhahan  Atas  Peraturan  Menteri  Dalalli  Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Ptoduk Hukum
Daerah   (Berita   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2018
Nom®r  157);

12.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Ndinor  155);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RARTAT KABUPATEN MIMIKA

dan
BUPATI MIMIRA

REMUTUSRAN:

Menetapkan   :     PERATURAN   DAERAH   TENTANG   TATA   CARA   PEMEKARAN
RAMPUNG.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratufan Daerafi inl yang dimaksud dengan:
1.     Daerah adalah Kabupaten Mimika.
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2.     Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat kabupaten menurut asas
otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud   dalam   Undang-Undang   Dasar   Negara   Republik   Ininnesia
Tahun 1945.

3.     Pemerintah     Daerah     adalah     Bupati     sebagai    unsur     penyelenggara
Pemerintahan  Daerah yang memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4.     Dewan  Perwakilan  Rakyat Kabupaten  Mimika   yarig selanjutnya disingkat
DPRK   adalah   lembaga   perwakilan   rakyat   daerah   yang   berkedudukan
sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Kam_prng adalah kesatuan maayarakat hukum yang memili_ki batas wilayah
yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  Pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak
asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6.     Kampung Persiapari adalah bagian dari satu Kampung yang bersandingan
yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Kampung baru.

7.     Pemeriritahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan   masyarakat   setempat   dalam   sistem   pemerintahan   Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

8.     Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung
sebagai unsur penyelenggara Pemeriritahan Kampung,

9.     Badan  Permusyawaratan  Karnpung  yang  selanjutnya  disebut  Bamuskam
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan   wakil   dari   penduduk   Kampung   berdasarkan   keterwakilari
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10.   Kepala  Kampung  adalah  pejabat  Pemerintah  Kampung  yang  mempunyai
wewenang,  tugas,  dan  kewajiban  untuk menyelenggarakan  rumah  tangga
Kampungnya  dan  melaksanakan  tugas  dari  pemerintah  dan  Pemerintah
Daerah.

11.   Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Bamuskam, Pemerintah
Kampung  dan  unsur  masyarakat  yang  diselenggarakan  oleh  Bamuskam
untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

12.   Pemekaran   Kampung   adalah   membagi   satu   Kampung   menjadi   dua
Kampung atau lebih.

13.   Menteri   adalah   menteri  yang   menyelenggarakan   urusan   pemerintahan
dalam negeri.

14.   Hari adalah hari kerja.



-5-

BAB 11

TUJUAN DAN PRAKARSA

Pasal 2

Pemekaran Kampung bertujuan untuk:
a.  mewi]judkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
b.  mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kanpung;
c.  mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
d.  m€fliflgkatkan kualitas tata kelola Pemerifltahan Kampung;dan
e.  meningkatkan daya saing Kampung.

Pasal 3

{ 1)    Peffierifitah Daerah dapat me`ffiprakar§al Pemekaran Kanpung.

(2)    Pemekaran  Kampung  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berdasarkan
pada basil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Kampung.

(3)    Pemekaran   Kalnpung   sehagalmana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dengan
mempertimbangkan  prakarsa  masyarakat  Kampung,  asal  usul,  kearifan
lokal serta kemampuan dan potensi Kampung.

BAB Ill
SYARAT PEMERARAN

Pa§al 4

(1)    Pemekaran Kampung harus memenuhi syarat;
a.     batas usia Kampung induk paling sedikit 5 (1ima} tahun terhitung sejak

perhbentiikan;
b.     jumlah penduduk paling sedikit BOO (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus)

kepala keiuarga;
c.     wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
d.     so§ial     btidaya     yang     dapat     fienciptakan     kemlamari     hidtip

bermasyarakat s€suai dengan adat istiadat Kampung;
e.      _me_in_ilifei   pote_ns_i   yang   _me_liput_i   sumber   daya   adam,   su_mbe_r   daya

manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
f.      bata§ wilayah Karhpuhg yang dinyatakan dalam behfuk peta Kampuhg

yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
9.     sarana  dan  prasarana  bagi  Pemerintahan  Kampung  dan  pelayanan

publik;
h.     tersedianya   dalia   opera§fonal,   pefigha§ilan   tetap,   dan   tunjafigan

lainnya bagi perangkat Pernerintah Kampung sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;dan

i.      cakupan wilayah Kampung;

(2)    Cakupan wilayah  Kampung sebagaimana dimaksud  pada ayat  {1)  huruf i
diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul dan
kearifan lokal.
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Pasal 5

( 1)    Pemekaran Kampung o±eh pemerintah Daerah dapat berupa;
a.  pemekaran dari  1  {satu) Kampung menjadi 2 (dua) Kampung atau lebih;

dan
b.  penggabungan bagian kanpung dari kampung yang bersanding untuk

membentuk 1 kampung baru.

(2)    Pemekaran Kampung oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat-( 1) dilaksanakan melalui Kampung Persiapan.

BAB IV
PEMEKARAN KAMPUNG

Pasal 6

(1)    Pemerintah       Daerah       dalam       melakukan       Pemekaran       Kampung
ineh§o§ialisasikari    rerlearia    Pemekarah    Kampting    kepada    Perherirltah
K-ampung dan masyarakat Kampung yang bersangkutan.

(2)    Ren€afia   Pemekaran   Kampung   sebagaiffiafia   diffiaksud   pada   ayat   (1),
dibahas  dalam  Musyawarah  Kampung  untuk  mendapatkan  kesepckatan
pembentukan Kamp.ung melalui pemekaran.

{3)    Hasil   Musyawarah    Kampung   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)
dituangkan  dalam  berita  acara  hasil  Musyawarah  Kanpung  dilengkapi
dengan notulen Musyawarah Kampung.

Pasal 7

(1)    Kepala  Kampung  melaporkan  berita  acara  hasil  Musyawarch  Kampung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada Bupati.

(2)    Bu.pati s.etel.ch meneri_rna laporan. Kepala Kampung sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (1)  menugaskan  Tim  Pembentukan  Kampung  Persiapan  untuk
melakukan kajian dan verifikasi persyaratan Pembentukan Kampung.

(3)    Tim  Pembentukan  Kampung  Persiapan  sebagainana  dimaksud  pada  ayat
(2), paling §edikit terdiri ata§:
a.     unsur Pemerintah  Daerah yang membidangi Pemerintahan  Kampung,

pemberdayaan    masyarakat,    perencanaan    pembangunan    Daerah,
peffierintahan dan perundang-uffidangan;

b.     Kepala Distrik pada Kampung yang akan dimekarkan;dan
c.     unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangari

wilayah, pembangunari, dan sosial kemasyara!€atan.

(4)    Tim Pembentukan Kampung Persiapan sehagaimarm dindsud pada ayat (3)
ditetapkan dengan keputusan Bupati.
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Pasal 8

(1)    Verifikasi  persyaratan   sebagalmana  dimaksud  dalam   Pasal   7   ayat   (2),
berupa:
a.   verifikasi administrasi;dan
b.   verifikasi teknis.

(2)    Verifikasi   administrasi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  a,
dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil Musyawarah
Kampung  dan  notulen  Musyawarah  Kampung  serta  batas  usia  minimal
Kampung induk dan jumlah penduduk minimal.

(3)    Verifikasi  teknis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  b,   dapat
dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal 9

(1)    Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), untuk
melakukan verifikasi terhadap :
a.     ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
b.     fa]Oual kondisi keeratan kelompok sosial dan kearifan lokal di wilayah

calon    Kanpung    Persiapan    yang    mendukung    penyelenggaraan
pemerintahan calon Kampung Persiapan;

c.     kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalan nasa usia
produktif di  wilayah  calon  Kampung  Persiapan  yang  memungkinkan
unttik maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;

d.     syarat jumlah penduduk Kampung induk dan Kampung pemekaran;
e.     batas   wilayah   calon   Kampung   Persiapan   dalam   peta   Kampung

induk;dan
f.      ketersediaan  sarana dan prasarana pendukung bagi  penyelenggaraan

Pemerintahan Kampung dan pelayanan publik.

(2)    Verifkasi     ketersediaan     sarana     dan     prasarana     pendukung     bagi
penyslenggaraan     Pemerintahan     Kampung     dan     pelayanan     publik
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf f, untuk mengecek ketersediaan:
a.     sarana  perkantoran  tempat  penyelenggaraan  Pemerintahan  Kampung

Persiapan;daLn
b.     kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Pasal 10

(1)    Hasil   kajian   dan   verifikasi   persyaratan   Kampung   Persiapan   oleh   tim
Pembentukan Kampung Persiapan dituangkan kedalam bentuk rekomendasi
yang menyatakan layak tidaknya dibentuk- Kampung Persiapan.

(2)    Dalam   hal   rekomendasi   Kampung  Persia_pan   dinyatakan   la_yak,   Bupati
menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Kampung persiapan.

(3)    Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) kepada Gubernur.
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Pasal 1 1

(1)    Dalam  hal  Kampung  Persiapan  dinyatakan  layak  sebagaimana  dimaksud
dalam  Pasal  10  ayat  (1}  dapat  ditingkatkan  statusnya  menjadi  Kampung

qapm jangka waktu  paling  lama  3  (tiga)  tahun  sejak ditetapkan  sebagai
Kampung Persiapan.

(2)    Dalam   hal   Kampung   Persiapan   dinyatakan   tidak   layak   sebagaimafla
dimaksud  dalan  Pasal   10   ayat   (1),   Kampung  Persiapan   dihapus   dan
wilayahnya kembali ke Kampung induk;

Pasal 12

(1)    Bupati    mengangkat     Penjabat    Kepala    Kampung    Persiapan     setelah
mendapatkan  surat  dari  Gubemur yang  memuat  kode  register  Kampung
Persiapan,

(2)    Penjabat Kepala Karhpung Pefsiapan  sebagalrha]ia diinak§ud Pada ayat  (1)
berasal  dari  unsur  pegawai  negeri  sipil  Pemerintah  Daerah  untuk  masa
jabatan paling lama 1  (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2
(dua) kali dalam ma§a jabatan yang gama.

(3}    Penjabat Kepala Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2},
bertanggurig jawab kepada Bupati melalui Kepala Kampung induknya.

(4)    Penjabat Kepala Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
mempunyai    tugas    melaksanakan    Pembentukan    Kampung    Persiapan
meliputi:
a.     penetapan batas wilayah Kampung sesuai dengan kaldah kartografis;
b.     pengelolaan anggaran operasional Kampung persiapan yang bersumber

dari anggaran pendapatan dan belanja Kampung induk;
c.     pembentukan struktur organisasi;
d.     pengangkatan perangkat Kampung;
e.     penyiapan fasilitas dasar bagi pen.dedrk Kampung;
f.      pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Kampung;
9.     pendataan   bidang   kependudukan,   potensi   ekonomi,   inventarisasi

pertanahan  serta  pengembangan  sar-ana  ekonomi,  pendidikan,  dan
kesehatan;dan

h.     pembtikaah akses perhiibuhgari afitar Kampurig.

(5)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pen].abat
Kepala Kanpting PeFsiapan dapat mefigiktitseftakan partisipasi ffiasyarakat.

Pasal 13

(1)    Pelaksanaan    tugas    pembentukan    Kampung    Persiapan    sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), dilaporkan k;pada:
a.   Bupati melalui kepala Distrik;dan
b.   Kepala Kampung induk.
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(2}    Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1},  disampaikan secara berkala
paling sedikit  1  (satu)  kali dalam 6  (enam)  bulan atau sewaktu-waktu jika
dibutuhkan.

(3)    Laporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  disampaikan  oleh  Bupati
kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.

(4)    Tim  dalam  melakukan  kajian  darl  verifikasi  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (3)  terkait  dengan  laporan  hasil  pelaksaan  tugas  penjabat  Kepala
Kampung persiapan;

(5)    Apabila  hasil  kajian  dan  verifikasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)
mer±yatakan    K_arnpung    persiapan    layak    menjadi    Kalnpung,    Bupati
menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kampung.

(6)    Rancangan Peraturan Daerah sebagainana dimaksud pada ayat (5)  paling
sedikit memuat:
a.     haria Kainpung laina dan barii;
b.     nomor kode Desayang lama;
c.     jumlah penduduk;
d.     Iua§ wilayah;
e.     cakupan wilayah kerja Kampung baru;dan
f.      peta batas wilayah Kampung baru.

(7)    Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas
dan disetujui bersama dengan DPRK.

(8)    Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK, Bupati menyampaikan rancangarl
Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 14

Peraturan   Daerah   tentang   Pembelltuk_an   Kampung   sebaga±mana   dimaksud
dalam  Pasal  13  ayat  (5)  diundangkan  setelah  mendapat  nomor  registrasi  denri
Gubernur dan kode Desa dari Menteri.

BABV
PENETAPAN KAMPUNG

Pasal 15

(1)    Pemerintah D.aerah melakukan inventarisasi Kampung persiapan hasil dari
Pemekaran Kampung yang tela.h mqud_apa`tkar} kQde Desa.

(2)    Hasil  inventarisasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dijadikan  dasar
oleh Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kampung.

(3)    Kampung   sebagaimafla   dimaksud   pada   ayat   (2),    ditetapkan   dengan
Peraturan Daerah.
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BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaraan Peraturan Daerah ini bersumber dari:
a.  anggaran pendapatan dan belanja Daerah;dan
b.  sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturafi

perundang=undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1)    Pembinaan dan pengawasan pemekaran Kampung dilakukan oleh Bupati.

(2)    Btipati  dapat  inendelegasikan  Perhbihaan  dan  pehgawasari  sebagalinana
dimaksud pada ayat ( 1) Kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan
pemerintahan umum,  pemberdayaan masyarakat dan  Kampung dan/atau
Kepala Distrik.

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1), meliputi:
a.     memberikan pedoman umum pemekaran kampung;
b.     pendanpingan penyelenggaraan pemerintahan Kampung persiapan;
c.      §o§ialisasi reflcana pemberitukan Kampuflg;
d.     perencanaan dan penetapan alokasi dana untuk Kampung baru;
e.     fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Kampung serta

penetapan dan penegasan batas Kampung;
f.      fasilitasi penyusunan peraturan Kampung dan peraturan Kepala Kampung;
9..     fasilitasi    penyelesaierl    permas.alahan   yang   timbul    dala|n    Pemekaran

Kampun8;
h.     fasilitasi pelaksanaan Musyawarah Kampung;dan
i.      memberikan    penghargaan    atas    prestasi    yang    dilaksanakan    dalan

penyelenggaraan      Pemerintahan      Kampung,       Bamuskam,       lembaga
kerhasyatakatah dan lerhbaga adat.

BAB VIII
PEMERINTAHAN KAMPUNG

Pasal 19

Kepala  Kanpung  di  Kampung  induk  yang  dimekarkan  tetap  sebagai  Kepala
Kampung dan untuk Kampung Persiapan diangkat Penjabat Kepala Kampung.
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Pasal 20

Perangkat Kampung dan aLnggota Bamuskam yang berdomisili di Kampung basil
pemekaran  menjadi perangkat Kampung dan  anggota Bamuskam di  Kampung
hasil pemekaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2-1

Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Daerah ini dengan penempatanrlya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 25  November 2024

H.. BUPATI MIMIRA,
ttd

VALENTINUS S.SUMIT0

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 25  November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd

PETRUS YUMTE

LEMBARAN DAERAH RABUPATEN MIMIRA TAHUN 2024 NOMOR 3.

NOREG P-ERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA TENGAH:
11 /2024.

Salinan pesuai dengan aslinya
KFP.ALAdr` BAG]AN HUKUM

MUEL LIAMBIA'WADIAN SAO, SH
PEMBINA

NIP.19710523 2007011011



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR    3    TAHUN2024

TENTANG

TATA CARA PEMEKARAN KAMPUNG

I.       UMUM
Undarig-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentaLng Desa mengamanatkali

bahwa    Pemerintah    Daerah    dapat    melakukan    Pemekaran    Kampung.
Pemekaran    Kampung   dilakukan    berdasarkan    hasil    evaluasi    tingkat
perkembangan Pemerintahan Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.   Adapun   Pemekaran   Kampung   bertujuan   untuk
mewujudkari     efektivitas     penyelenggaraan     Pemerintahan     Kampung,
mempercepat      peningkatan      kesejahteraan      masyarakat      Kampung,
mempercepat-    peningkat-an    kualitas    pelayanan    publik,    meningkat-kan
kualitas tata ke-lola Pemerintahan Kampung, dan meningkatkan daya saing
Kampung.

Laju jum_lab penduduk, perke".bangari kehidupan ekon.Qrni  serta pol.a
pemanfaatan    lahan    dalam    masyarakat    menyebabkan    perkembangan
masyarakat     Kampung     mengalami     perubahan     yang     berbeda-beda.
Perkembangan  dari  perubahari- masyarakat  Kampung  yang  berbeda-beda
tersebut    akan    berpengamh    terhadap    penyelenggaraan    Pemerintahan
Kainpung. Dehgafi dernikian, akibat kondi§i masyarakat yang berubali rhafa
berdampak kepada penyelenggaraan Pemerintah Kampung.

11.      PASALDEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukupjelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cufup jelas,
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
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Pasal  1 1
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Huruf a
Yang   dimaksud   dengan   "kaidah   kar-tografis"   adalah
kaidah    dalam    penetapan    yang    meliputi    pemelitian
dckumen,  pemilihan  peta  dasar  dan  pembuatan  garis
batas d_iatas peta dan tahapan penegasan_ yarig meli_ptati.
penelitian dokumen, pelacakan,  penentuan posisi batas,
pemasangan pilaf batas dan pembuatan peta batas.

Huruf b
Cukup jelas.

Hufuf e
Cukup j-elas.

Huruf d
Cukup j6las.

Humf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukupjelas.

Huruf h
Yang   dimaksud   dengan   "akses   perhubungari   antar
batas  Kampung"  antara  lain   sarana  dan  prasarana
antar Kampung serta transportasi antar Kampung.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Crfup j elas.

Pasal 16
Ctirfuipjelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pas`al  19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup j elas.
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